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BUPATI MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI MALINAU,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang dan Pasal 153 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta berdasarkan kebijakan umum
APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai
berikut:

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor :
900/430/Bapp-Mal.V/VII/2014 dan Nomor: 170/
13/DPRD / VII/ 2014 pada tanggal 17 Juli 2014
tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor :
900/429 /Bapp-Mal.V/VII/2014 dan Nomor:
170/12/DPRD /VII/ 2014 pada tanggal 17 Juli 2014
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

b. bahwa Anggaran........



b.

Mengingat:1.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien,
transparan dan = bertanggungjawab dalam = rangka
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat
persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:
900/K.201 /2014 tanggal 29 September 2014 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau
tentang Penjabaran = Pertanggungjawaban  Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2013 dan serta Surat Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 900/K.203/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan
Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran
2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.......



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5239);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

13. Peraturan Pemerintah......



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah.........



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah’ (Beritan Negara
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
525);

29. Peraturan Menteri.........



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor
9);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun
2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun
2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah........



39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor
1);

Peraturan Bupati Malinau Nomor 144 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2013 Nomor 144);

50. Peraturan Bupati........



50. Peraturan Bupati Malinau Nomor 161 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2013 Nomor 161);

51. Peraturan Bupati Malinau Nomor 196 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor
196).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau
Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 2.310.720.733.235,00
bertambah  sejumlah Rp 90.404.234.026,61  sehingga menjadi
Rp 2.401.124.967.261,61 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. semula Rp. 1.508.687.619.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 279.777.391.000,00

jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.788.465.010.000,00

2. Belanja Daerah

a. semula Rp. 2.310.720.733.235,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 90.404.234.026,61
jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.401.124.967.261,61
surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 612.659.957.261,61)

3. Pembiayaan Daerah.........



3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) semula Rp. 808.533.114.235,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 188.873.156.973,39)

jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 619.659.957.261,61
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) semula Rp. 6.500.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00

jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 612.659.957.261,61

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan Rp. ( 0,00)
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1). semula Rp. 88.810.033.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 5.698.387.000,00

jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 94.508.420.000,00

b. Dana Perimbangan
1). semula Rp. 1.210.385.186.000,00

2). bertambah /berkurang Rp. 304.595.415.000,00

jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 1.514.980.601.000,00

c. Lain-lain..........



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1). semula Rp. 209.492.400.000,00

2). bertambah/(berkurang ) (Rp. 30.516.411.000,00)

jumlah lain-lain pendapatan daerah
setelah perubahan sejumlah Rp. 178.975.989.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1). semula Rp. 3.425.000.000,00

2). berkurang/(bertambah) Rp. 1.150.000.000,00

jumlah pajak daerah setelah
perubahan Rp. 4.575.000.000,00

b. Retribusi Daerah
1). semula Rp. 938.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 380.690.000,00

jumlah retribusi daerah setelah
perubahan Rp. 1.318.690.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1). semula Rp. 10.333.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) (Rp. 653.000.000,00)

Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 9.680.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1). semula Rp. 74.114.033.000,00

2). berkurang/(bertambah) Rp. 4.820.697.000,00

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 78.934.730.000,00

(3) Dana perimbangan........



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1). semula Rp. 488.430.827.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 304.595.415.000,00

jumlah dana bagi hasil setelah
perubahan Rp. 793.026.242.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1). semula Rp. 653.156.829.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

jumlah dana alokasi umum setelah
perubahan Rp. 653.156.829.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
1). Semula Rp. 68.797.530.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 68.797.530.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1). semula Rp. 88.681.000.000,00

2).bertambah/(berkurang) (Rp. 14.142.076.000,00)

jumlah dana bagi hasil dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 74.538.924.000,00
b. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya
1). semula Rp. 120.811.400.000,00
2). bertambah/(berkurang) (Rp. 47.550.000.000,00)

jumlah bantuan keuangan dari provinsi
atau dari pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan Rp. 73.261.400.000,00

c. Pendapatan Lainya.....



c. Pendapatan Lainya

1) semula Rp. 0,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 31.175.665.000,00

jumlah pendapatan lainya setelah
perubahan Rp. 31.175.665.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). semula Rp. 783.051.384.828,64

2). bertambah/(berkurang) Rp. 21.252.410.605,61

jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan sejumlah Rp. 804.303.795.434,25

b. Belanja Langsung

1). semula Rp. 1.527.669.348.406,36

2). bertambah/(berkurang) Rp. 69.151.823.421,00

jumlah belanja langsung setelah
perubahan Rp. 1.596.821.171.827,36

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). semula Rp. 407.019.848.102,64

2). bertambah/(berkurang) Rp. 18.890.049.286,61

jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 425.909.897.389,25

b. Belanja Subsidi

1). semula Rp. 21.000.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00

jumlah belanja subsidi setelah
perubahan Rp. 22.000.000.000,00

c. Belanja hibah



c. Belanja hibah sejumlah

f.

1). semula Rp. 176.106.536.726,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 6.711.816.313,00

jumlah belanja hibah setelah
perubahan Rp. 182.818.353.039,00

Belanja Bantuan Sosial Sejumlah
1). semula Rp. 21.625.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) (Rp. 5.349.454.994,00)

jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 16.275.545.006,00

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa

1). semula Rp. 155.300.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

jumlah belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah

desa setelah perubahan Rp. 155.300.000.000,00
Belanja tidak terduga sejumlah

1). semula Rp. 2.000.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). semula Rp. 104.129.090.250,00

2). bertambah /berkurang) Rp. 7.278.985.080,00

jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 111.408.075.330,00

b. Belanja Barang.......



b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
1). semula Rp. 419.608.271.489,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 52.365.285.920,00

jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan sejumlah Rp. 471.973.557.409,00

c. Belanja Modal sejumlah

1). semula Rp. 1.003.931.986.667,36
2). bertambah /berkurang) Rp. 9.507.012.421,00
jumlah belanja modal setelah
perubahan Rp. 1.013.438.999.088,36
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1). semula Rp. 808.533.114.235,00

2). bertambah/(berkurang) (Rp.188.873.156.973,39)

jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 619.659.957.261,61

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1). semula Rp. 6.500.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 7.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran

1). semula Rp. 808.533.114.235,00
2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 190.934.156.973,39)
jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 617.598.957.261,61

b. Penerimaan Piutang..........



b. Penerimaan Piutang Daerah

1) semula Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 2.061.000.000,00
jumlah setelah perubahan Rp. 2.061.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerrintah Daerah

1). semula

Rp. 5.000.000.000,00

2). bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

jumlah setelah perubahan sejumlah  Rp. 5.500.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1). semula Rp. 1.500.000.000,00
2). bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
jumlah setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang

terdiri dari ;

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan  Daerah,
Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan
kegiatan;

5. Lampiran V.........



5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Angaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 Oktober 2014.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP
Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 Oktober 2014.

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (2/ 2014)
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